
 

 

BUPATI TABALONG 

 

 
 

PERATURAN BUPATI TABALONG 

 
NOMOR 23 TAHUN 2014 

 

TENTANG 
 

STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN KOTA 

DI KABUPATEN TABALONG  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI TABALONG. 

 
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 
Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal 
Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor 

Umum Dalam Trayek, dan Peraturan Daerah 
Nomor 07 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 
Perhubungan perlu dibuatStandar Pelayanan 

Minimal Angkutan Kota Di Kabupaten Tabalong; 
 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati Tabalong tentang Standar 
Pelayanan Minimal Angkutan Kota Di Kabupaten 

Tabalong; 
    

    

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1965 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat  II  Tanah Laut, 
Daerah Tingkat  II  Tapin dan Daerah Tingkat II 

Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1965 Nomor  51, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2756) ; 
 

  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tantang 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3209) ; 
 



 

  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4844) ; 
 

  4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
96, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5025) ; 
 

  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234) ; 
 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 

tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5145) ; 
 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4585) ; 
 

  8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 

Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan 
Orang Di Jalan dengan Kendaraan Umum ;  

 

 

 



 

  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 

2007 tentang Petunjuk Tekhnis Penyususnan 
dan Penetapan Standar Pelayanan ; 
 

  10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 

Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal 
Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor 

Umum Dalam Trayek (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1585) ; 
 

  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 
Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 32) ; 
 

  12. 

 
 

 
 
 

 
13. 

 
 
 

 
 
 

14. 

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 

09 Tahun 2007 tentang urusan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Tabalong Nomor 03) ; 

 
Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 

10 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat 
Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 10, 

Tambahan  Lembaran Daerah  Kabupaten 
Tabalong Nomor 04) ; 
 

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 
07 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tabalong Tahun 2014 Nomor 07) 

    

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR 

PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN KOTA DI 
KABUPATEN TABALONG 

 

 

Pasal  1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalahKabupatenTabalong. 

2. Pemerintah Daerah 

adalahBupatidanperangkatdaerahsebagaiunsurpenyelenggarape

merintahandaerah. 

3. BupatiadalahBupatiTabalong. 

4. DinasadalahDinasPerhubunganKabupatenTabalong. 



 

5. Kepala 

DinasadalahKepalaDinasPerhubunganKabupatenTabalong. 

6. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari suatu 

tempat ke tempat lain menggunakan kendaraan. 

7. Angkutan Kota adalah KendaraanUmum yang 

mengakutpenumpang di kawasanperkotaan. 

8. Perusahaan AngkutanUmumadalahperusahaan yang 

menyediakanjasaangkutan orang 

dan/ataubarangdengankendaraanumum di jalan. 

9. Trayekadalahlintasankendaraanumumuntukpelayananjasaangku

tan orang dengankendaraanumum, yang 

mempunyaiasaldantujuanperjalanantetap, 

lintasantetapdanjadwaltetapmaupuntidakberjadwal. 

10. TrayekTetapdanTeraturadalahpelayananangkutan yang 

dilakukandalamjaringantrayeksecaratetapdanteratur, 

denganjadwaltetapatautidakterjadwal. 

11. JaringanTrayekadalahkumpulandaritrayek - trayek yang 

menjadikesatuanjaringanpelayananangkutan orang. 

12. Mobil Mini Bus adalahkendaraanbermotorangkutan orang yang 

memilikitempatduduklebihdari8 (delapan) orang, 

termasukuntukpengemudiatau yang beratkendaraanlebihdari 

3500 kg. 

13. KawasanPerkotaanadalahkawasan yang 

mempunyaikegiatanutamabukanpertaniandengansusunanfungsi

kawasansebagaitempatpemukimanperkotaan, 

pemusatandistribusi,pelayananjasapemerintahan, 

pelayanansosial, dankegiatanekonomi. 

14. StandarPelayanan Minimal Angkutan Orang 

denganKendaraanUmumadalahpersyaratanpenyelenggaraanangk

utan orang 

dengankendaraanumumdalamtrayekmengenaijenisdanmutupelay

anan yang berhakdiperolehsetiappenggunajasa. 

 
Pasal  2 

 

(1) Perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan 

kota wajib memenuhi standar pelayanan minimal angkutan 

orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek. 

(2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi : 

a. Keamanan ; 

b. Keselamatan ; 

c. Kenyamanan ; 

d. Keterjangkauan ; 

e. Kesetaraan ; dan 



 

f. Keteraturan.  

 

Pasal 3 

 

Rincian Standar Pelayanan Minimal Angkutan Kota sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 4 

 

(1) Untuk memastikan terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal 

Angkutan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan 

pemeriksaan fisik oleh Dinas untuk trayek angkutan kota dalam 

kawasan perkotaan di wilayah Kabupaten. 

 
Pasal  5 

 

(1) Dalam hal pemeriksaan fisik kendaraan angkutan kota telah 

memenuhi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan 

Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek sebagaimana dimaksud 

pasal 3, Dinas memberikan stiker Standar Pelayanan Minimal. 

(2) Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempel pada pintu 

samping depan sebelah kiri oleh Dinas. 

(3) Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 1 

(satu) tahun terhitung sejak tanggal penempelan. 

(4) Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (3) seperti contoh dalam 

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 6 

 

(1) Stiker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai bukti 

kendaraan angkutan kota telah memenuhi Standar Pelayanan 

Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum Dalam 

Trayek. 

(2) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) digunakan sebagai persyaratan mendapatkan izin 

penyelenggaraan angkutan kota. 

 

Pasal 7 

 

(1) Untuk memastikan terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal 

Angkutan Kota dengan Kendaraan Umum Dalam Trayek 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 oleh Perusahaan Angkutan 

Umum, dilakukan evaluasi dan monitoring secara berkala setiap 6 

(enam) bulan.. 



 

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 

Bupati dengan membentuk Tim yang anggotanya terdiri atas 

unsur : 

a. Tekhnis ; 

b. Hukum ; dan 

c. Asosiasi angkutan umum 

 
Pasal 8 

 

(1) Perusahaan angkutan umum yang melanggar ketentuan Standar 

Pelayanan Minimal Angkutan Kota dalam trayek sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 3 dikenai sanksi administratif. 

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa : 

a. Peringatan tertulis ; 

b. Pembekuan izin ; dan 

c. Pencabutan izin 

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

ditetapkan oleh Bupati. 

 

Pasal 9 

 

(1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a diberikan sebanyak 3 

(tiga) kali berturut-turut untuk jangka waktu masing-masing 30 

(tiga puluh) hari kalender. 

(2) Dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya 

setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga), 

diberikan sanksi administratif berupa pembekuan izin. 

(3) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan 

dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender. 

(4) Izin dicabut apabila pemegang izin tidak melaksanakan 

kewajibannya setelah jangka waktu pembekuan izin sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) berakhir.  

 

Pasal 10 

 

Perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan kota 

wajib menyesuaikan Standar Pelayanan Minimal Angkutan 

Orangdengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati inidalam waktu 1 (satu) 

tahun sejak Peraturan Bupati ini mulai berlaku. 

 

  



 

Pasal 11 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Tabalong. 

 
 

Ditetapkan di Tanjung 
pada tanggal 5 Agts 2014  
 

BUPATI TABALONG, 
 

         ttd 

 
 

H. ANANG SYAKHFIANI 
 
 

Diundangkan di Tanjung  
pada tanggal 5 Agustus 2014 

 
Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TABALONG, 

 

            ttd 
 

 
H. MARZUKI HAKIM 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2014 NOMOR.23 


